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PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 13 ayat (1) Perarturan
Pemerintang Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib
melakukan penilaian risiko dalammeningkatkan kualitas
penerapan SPIP;
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan
untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Serang;
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengeiolaan Risiko pada Pemerintah Daerah,
maka kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah disusun dalam bentuk Peraturan Kepala
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeienggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150});

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambaha Lembaran Republik I[ndonesia
Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor : 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560 1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4890);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

10. Peraturan . ..
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor S5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016
Nomor 5j;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2016 Nomor 10};

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2018 Nomor 10].

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANO

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4, Peraturan...
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Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.

Bupati adalah Bupati Serang.

Wakil Bupati adalah wakil Bupati Serang,.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang,

Inspektorat Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut
Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelaksanaan wurusan pemerintahan di bidang pembinaan dan
pengawasan  penyelenggaraan dan pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Serang,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit
kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian
yang sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penlilaian terhadap risike yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan
munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau
status risikonya.

ldentifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP
adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
oleh Perangkat Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan,

20. Evaluasi...
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20. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah
ditetapkan dan menentukan fiaktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun.

23. Kebtjakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 {satu} tahun.

24, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA- Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan
Perangkat Rakyat Daerah.

25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah vang selanjutnya
disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
Pejabat/seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Serang untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah
Daerah

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan panduan dalam
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah

BAB [I
PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Pasal 3
(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:

a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan
e, tujuan pada tingkatan operasional/kegiatan.

(2) Pengelolaan...
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(2} Pengelolaan risiko dilakukan melalui :

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;

b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan

C. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.
Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai
organisasi Pemerintah Daerah

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di
seluruh Perangkat Daerah.

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat
Daerah; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko.

{3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} berupa:
a. pertimbanganrisikodalamsetiappengambilan keputusan;
b. sosialisasiberkelan ju tanpentingnyameana jemen risiko;
¢. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
d. pengintegrasianmana jemenrisikodalamproses
bisnisorganisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko
Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Komite Pengelolaan
Risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko PemerintahDaerah;

c. Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;

d. Asisten Sekretaris Daecrah sebagai unit kepatuhan; dan

e Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah
kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris...
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(3} Sekretaris Daerah  sebagai  koordinator  penyelenggaraan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan
risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4} Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah
dan Perangkat Daerah.

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan
yang memadal atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,
Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Kepala Daerah sebagai ketua;
a. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
b. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
dan

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris
Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR Tingkat Eselon II; dan
¢.  UPR Tingkat Eselon III dan IV.
Pasal 9. ..



Pasal 9

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah
Daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat
Pemerintah Daerah;

c¢. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) UPR Tingkat Eselon Il sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II
pada Perangkat Daerah/unit kerja masing- masing;

b. menyusun rencana Kkerja pengelolaan risiko di tingkat unit
eselon Il padaPerangkat Daerah/unit kerja masing-masing;

¢. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3} UPR Tingkat Eselon Il dan [V sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 ayat (3) memiliki tugas:
a. Melakukanidentifikasidan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
¢. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10
(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
¢. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan,

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses...



)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

0

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen
secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan
disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragrafl Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 11

Identifikasi kelemahan lingkungan  pengendalian diperlukan
untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian
dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan
pengelolaan risiko.

ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada
tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi
kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan
pengendalian intern.

Paragrafl Kedua
Penilaian Risiko
Pasal 12
Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan

merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk
memperkecil risiko.

Penilaian risiko dilakukan atas :

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja;, dan
c. tujuan operasional/kegiatan Perangkat Daerah /unit kerja.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya
RPJMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas] Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah
atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.

Penilaian risiko atas tujuan operasional/kegiatan Perangkat
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA
Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA
Perangkat Daerah.

(6) Proses . . .
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Proses penilaian risiko meliputi:
a penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan

¢. analisis risiko.

Pasal 13

Penetapan  konteks/tujuan  terdiri dari tahap  penetapan
konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

(1)

(3)

(1)

(2)

Pasal 14
Penetapankonteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan
instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan
rencana kinerja tahunan.
Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan
yaitu;
a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
h. konteks strategis (entitas);, dan

¢. konteks operasional/kegiatan.
Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan

berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJMD.

Tujuan dalam konteks strategis [(entitas) Perangkat Daerah
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat
Daerah,

Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan
berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA
Perangkat Daerah,

Pasal 15

Penetapan Kkriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama mengenai Kriteria penilaian dan analisis
atas risiko-risiko.

Kriteria penilaian risiko meliputi:

a. skala dampak risiko;

b. skala kemungkinan risiko; dan

¢. skala tingkat risiko.

Pasal 15...
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Pasal 16

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan dilingkungan Pemerintah
Daerah yang meliputi:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan

c. tujuan operasional /kegiatan Perangkat Daerah.

Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan
dampak risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar
risiko.

Pasal 17

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari
suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan
dampaknya.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu
risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk
menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

(1)

(2)

(1)

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. memvalidasi risiko,;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan; dan

d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP.

Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain

dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian,

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi
Pasal 19

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah
terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam
setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:

a sejak...
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a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
b. proses penilaian risiko; dan
¢. pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana
informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan
pengelolaan risiko.

Paragraf
Kelima Pemantauan
Pasal 20

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan
risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai
dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah {Pejabat Eselon II), Kepala
Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon Iil), Kepala Seksi/Kepala
Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
oleh Bupat! dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan
oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan
pengelolaan risiko meliputi:

a.  audit;
b. reviu
C. pemantauan;
d. evaluasi;, dan

o

pengawasan lainnya.

BAB 111

PELAPORAN
Pasal 21
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
Laporan pengelolaan risiko meliputi :

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan

c¢. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan
Internal.

Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri
dart:

a. penilaian...
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a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;

b. penilaianrisikostrategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja;
dan

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan
tahunan.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah
Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan
untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara
triwulanan dan tahunan.

Pasal 22

(1} Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Ketentuan Pedoman pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serang, diatur lebih lanjut dalam lampiran sebagai bagian

yvang tak terpisakan dari peraturan bupati ini.

BABW ., ..
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Serang

Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada
Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 13 Januari 2022
BUPATI SERANG,

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

~
/
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
BERITA DAERAH| KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 1;



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO
DILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG
L. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususniya bagian ketiga pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperiukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah;

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan
Daerah.

Il. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan
pengendalian intern, pemerintah daerah wajb menyelenggarakan
pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and
bene fif), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola
risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara
komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan
utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko
perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang
akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko.
Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu
dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup
Pemerintah Daerah, meliputi :

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis {entitas) Perangkat
Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengeoloaan...
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1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan  risiko  strategis Pemerintah  Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati,
dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah
Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan  Risiko  Strategis Perangkat Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan
Strategis Perangkat Daerah {Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon IIl dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional/Kegiatan Perangkat DaerahPerangkat
Daerah

Pengelolaan  risiko  operasigal Perangkat Daerah  bertujuan
mengendalikan risikorisiko prioritas atas tujuan dan sasaran
Operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis
dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan
Iv,

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat
Daerahdilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala
Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan
Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh
Kepala Sub Baglan yang menangani perencanaan pada Perangkat
Daerah,

B. Penetapan Kriteria Pentlaian Risiko.
Penetapan Kkriteria Penilaian Risikobertujuan memberikan pemahaman
vang sama bagi pihak-pihak vyang terlibat dalam pengelolaan
risiko di lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek
pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi :

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko vang berasal
dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang- undangan baru,
perkembangan teknologi, béncana alam, dan gangguan keamanan.

Resiko...
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Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana
operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan
yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan
suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60
tahun 2008).

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat
yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat
pencapaian tujuan terjadi.

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh
dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian
tujuan.

C Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risike bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko vang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memeriukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria penilaian risike terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.

Kriteria skala dampak risiko biasanya ditetapkan dalam skala 4 atau
skala 5 sesuai kebutuhan pemerintah daerah masing-masing.

a Kriteria skala 5

Dala skala 5, kategori dampak risike dan Operasionalisasinya dapat
diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel. 1
Skala Dampak RisikC Dalam Skala 5
KATEGORI DAMPAK SKOR URAIAN
Sangat Signifi kan/ 5 Pengar—ul'-l_ -teﬁlgfiap pencapaian tujuan
Sangat Besar sangat signifikan
“Signifikan/Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Tinggi/ Signifikan
Sedang /Medium 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Sedang
Kurang 2 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
signifi kan/ Kecil Rendah
Tidak Signifi kan 1 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan |
Tidak Signifikan

Selain contoh pada tabel di atas, dapat juga menggunakan skala
sebagaimana dalam tabel di bawah ini, dengan menggunakan
operasionalisasi dampak yang lebih rinci :

Tabel 2. ..



Tabel 2
Kategori skor Operasional dampak risiko BN
dampak keuangan Kineja |  Reputasi Hukum
Sangat 5 Kerugian Kegiatan Negatif, Pelangaran
Tinggi f sangat besar | terhenti, tersebar  luas | serius,
tujuan dibanyak media | terkena
tidak sanksi
Tinggi < Kerugian Kegiatan Negatif, Pelanggaran
besar sangat tersebar serius, snksi
terhambat, | dibeberapa tertulis.
kurang media
efiektif nasional/lokal
Moderat | 3 | Kerugian Kegiatan Negatif, Pelanggaran
cukup besar | terhambat, | tersebar di | biasa, sanksi
kurang beberapa media | tertulis
efektif lokal
Rendah 2 Kerugian Kegiatan Negatif, Pelanggaran
cukup besar | terhamnat, terdapat biasa, sanksi
kurang pemberitaan tertulis
efiesien
Sangat 1 | Kerugian Ada Ada Pelanggaran |
rendah kecil, kurang | hambatan pemberitaan biasa, sanksi
material kegiatan, negatif, namun | teguran,
namun tidak material
| keuangan

2. Skala Probabilitas Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang

biasanya ditetapkan dalam skala 4 atau skala 5.
1}. Kriteria skala 5

Dalam skala 5, kriteria probalitas risiko dan operasionalisasinya dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel3

Skala Probalitas Skala 5:

probabilitas diperlukan untuk

Tingkat skor Uraian
kemungkinan
terjadinya Risiko

Sangat 5 | Kemungkinan terjadi risiko sangat sering (lebih
Signifikan/ hampir dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
pasti terjadi

Kemungkinan 4 | Kemungkinan terjadi risiko sangat sering
besar/ sering terjadi (sebesar dari 51%- 70% atau 5 s.d 7 kali dalam

10 tahun)

Kadang- | 3 | Kemungkinan terjadi risiko kadang-kadang
Kadang/ Mungkin (sebesar 11% - 50% atau 3 s.d. 5 kali dalam 10
terjadi tahun)

Kemungkinan...
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Kemunginan 2 | Kemungkina terjadi risiko rendah kecil

Kecil/ Jarang ([sebesar 11% - 30% atau 1 s.d. 3 kali dalam 10
tahun)

Sangat Jarang 1 | Kemungkinan terjadi risiko sangat kecil
(sebesar O — 10% atau 1 kali dalam 10 tahunj

Selain pada tabel 3 tersebut, dapat juga menggunakan skala sebagaimana
dalam tabel 4 dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas vang
lebih rinci :

Kategori Skor Operasional Probabilitas Risiko ]
Dampak Kejadian Tunggal Kejadian berulang
Sangat sering 5 | Sangat sering, hampir | Dapat Terjadi beberapa
pasti terjadi (Propabilitas | kali dalam 1 tahun
> 80%)
Sering 4 | Sering Terjadi | Kemungkinan Terjadi
{Probabilitas > 60% s.d. | dalam 1 tahun
80%}
Moderat 3 | Kemungkinan Terjadi | Kemungkinan teljgar
(Probabilitas > 40% s.d. | sekali dalam 1- 5 tahun,
60%)
Jarang 2 | Kemungkinan terjadi | Kemungkinan terjadi
meskipun ekeil | sekalit dalam S5 - 10
(Probabilitas> 20% s.d. | tahun
| 40%)
Sangat Jarang 1 | Sangat Jarang Tegadi | Kemungkinan terjadi
! (Probabilitas < 20%) sekali dalam 10-20
[ | tahun. s

3. Skala Nilai Risiko
Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, ang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengembalian keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
{acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima
(Unacceptable risk). Kriteria penerimaan risiko disajikan pada tabel 5
sebagai berikut :

Tabel 5

Kriteria Penerimaan Risiko

NILAI RISIKO TINGKAT RISIKO
1-5 Sangat Rendah
6-10 Rendah
11-13 Sedang
16-20 Tinggi
21.25 Sangat Tinggi

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/
unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko betdasarkan
skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk
appetite yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan
operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

MATRIKS . ..



MATRIKS
ANALISIS RISIKO
Hamplr pasti
e é Kemaunghinan
,§ i besar
'g % Mungkin
§ 3_ Kemungkinarn
E & kesit
Sangal jacsng

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi
oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam
tabel di atas, kategori sangat tinggi {merah) dan tinggi (orange)
merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan
penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk
kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan
kategori rendah (biru} dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang
dapat ditoleransi dan diterima.

D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah
sebagai berikut :



Tohapan
Manajemen

Tahopan
Pengelolagn

OCutput Tohapan

RFJMD 5 mhunan
berjaian sd RPIMD
ditetopkon)

Proges penyusunan
Renstra OPD (Sotu
phun sebeiurm
REJIMD 5 ishunan

berjalan $d RPIMD
ditetopion)

Janaarn - Mei
Tahun 200%-1

e -
ber 201%-1

200-1

Hovermber -

201%-1

Januor sd

Barkaia
[Triwulonan)

Juni-Jull Tohun 201X

Jarnwan - Rebrucar

Taben 201%+1

Fetyrucrt ~ horet
Tahun 201X+1)

RP.1AD

Ranstra OFD

Parmyusunan RKPD
don Renja OPD

Pampusunan
Roncongan DPA OPD
dan panetopan DR

Peryusunan Ui
PPAS (Penetopon
SOBOMNy ok don

PelapomnKeuongan
Reviu APHP

Arohan dan kebljakan

Strotegis {Entitas)
oPD

Arohan don kebijakon

Polopoon don
monitorng risio don
KsoP

Parmanioudn kinerjd,
risiko, danatdifitas
KSOP yong dibangun

Reviu don permutokhi-
(Entitas) OPD

(ontitas) akan

ditiviu don

Pelopoion Pengelc-
loon Risko Khun 201X

- UPRPemdo
{xepcia Daerch
dankepaio

- Kepoio Dosrah
- Sekdo selaku

= Unk Permdik Risiko
Tingkot £s. ) dan 2

Can R
oFC)

- Kepalo Doarch
Koo

-~ UPR Tingkot
Pemda, Tingkat
Eolon tdon 2

inghat

Belon 3dan 4

= Unit Eepatuhan
satoku

koordinotor
- Inspektorat (APP
Doerch}

= Kapoky Doerah
Kapola OPD
Inspektonat {AP\F)

- Dokurnen Arahan
dan kebiakon
peniian fisko 5

- Dafor Risiko dan
RTPStrategls

Dafar Risiko don RTP
Swategis {Entias)
oFD

Dokurman Archan dan
kebijakon pendaian
risiko tohunan

DamtrislhodnnRTP

=~ Perboilan RTP

- Notulen pengkormnu
nikasian

- Fingfisasi Datkr
risio dan RTP

KSOP

- Form Monitoring

- Form Monitoring TL
RTP

- Notulen rapat

= Loporon peman
wuon (rhuicnan,
tahunan, 5
o)

Dot Riske clon RP
Strotegis Parmado
yang dimutakivrkan

Dotor Risko dan RTP
Strategis (Entitas)
oFD

Laporan Pengelolaon
Risiko Tohun 20%

Loparon Evolusast
Pengelolaarn Risiko

Laporan Perilaion
Maturiiss SPP



8

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern
Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen
penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT
berbasis risiko oleh Inspektorat.

Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat {5) dan (6)
yang menyatakan bahwa  Inspektorat Kab/Kab melakukan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab/Kab yang didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kab.

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi risiko
menyatakan bahwa :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi
risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada
tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat
menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih
tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa :

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah,

terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada pimpinan
tingkat menengah;

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

lII. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

PENANGGUNG JAWAB
Bupar | Waiiora
KOMTEPENGEIDLAAN | -——-—--—---eneemeeemrmasme creevene oo | UNTEPEILIREXO
RSKO [ T PEMOA
o| KOORDIA' FOR PENYELENGGARAAN
PENGELOLA RSO
Uk Kepatten + UNT PEMILK RSSO TX Esslor
Asisten Seka/ Uit Sekrears Doerzh
fong Diurjk J
v PENANGGUNG JAWAB PENGAWNAN
= : s UNT PEMLX RSKO K, ESELON?
MK ' T [
K0 Sewan faa [t Badn Dot Do
T Ession] S Dasrah
UNTPEMLK | | coagoa | | Seir g SO | Yna 97D || sen, By tamat Sekr rtan
RSO [N
™. Ession3
toed 1' Subbag Suttyg S ity
R Supteg, Subbd
tag
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab
terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati
menetapkan Pedoman Penilajian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung
pelaksanaan pengelolaan risiko.

. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Daerah
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku
Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :

a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko,

b. membuatdanmengarsipkandokumen-dokumen Pengelolaan risiko
misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

¢. memfasilitasi proses penilaian risiko;

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

UPR (Unit Pemilik Risiko)

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan

pengelotaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko

adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko
tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan
pengendalian yang ada di unit kerja masing- masing.

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
sehari-hari.

c. Mmenyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan
peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masingmasing,
sebagai indikator peringatan dini (early warning indicatory dan sebagai
database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessmenf) untuk dilaporkan
kepada Unit Kepatuhan.

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian risiko.

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.
UPR dibagi herdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

. UPR tingkat pemerintah daerah.
Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dan :

Ketua . ..
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Ketua : | Kepala Daerah, selaku pemilik risiko
tingkat Pemerintah Daerah

Koordinator Teknis : | Kepala Bappeda, atau unit lain yang

merangkapanggota menangarni perencanaarn

Anggota : | seluruh kepala Perangkat Daerah

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala UPTD Pemerintah Daerah
danDirektur RSUD, dan sebagainya)

b. UPR tingkat unit Eselon II
Struktur UPR tingkat unit Eselon I, terdiri dari :

Ketua : | Sekretaris Daerah,
KepalaPerangkatDaerah, selaku
pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah.

Koordinator : | SekretarisPerangkatDaerah/KepalaBagian/

Teknismerangkap anggota Bidang yang menangani perencanaan
pada Perangkat Daerah.

Anggota : | Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/
IrbanpadaPERANGKAT
DAERAHyangbersangkutan.

c. UPR tingkat unit Eselon Il dan IV
Struktur UPR tingkat unit Eselon Il dan IV, terdiri dari:

Ketua : | Kepala Bagian /Bidang, selaku
pemilikrisiko tingkat kegiatan.

Koordinator Teknis : | Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/

merangkap anggota Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk

menanganiperencanaankegiatan
pada Perangkat Daerah.

Anggota : | Seluruh Kepala Sub

Bagian /SubBidang/Seksi pada
Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite pengelolaan risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat

PemerintahDaerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko,

dengan tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

b, melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

c. membuat . . .
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membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq
Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas :

a.

Bupati sebagai Ketua;

b. KepalaBappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapatmembentuk
tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

5.

Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai UnitKepatuhan
pada Perangkat Daerah Masing-masingasisten akan melakukan
Pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah
koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah. Dalammelaksanakantanggungjawabnya,Unit  Kepatuhan,
melakukan kegiatan antara lain :

a memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris
Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim
teknis dengan Keputusan Bupati.

. Penanggungjawab pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung
jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan
pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung
jawabnya,binspektorat melakukan kegiatan antara lain :

a Memberikanlayanankonsultasipenerapan pengelolaan risiko pada
pemerintah daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;

¢. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh
komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur
pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai
berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisaridentifikasikelemahanlingkungan pengendalianinterndapat
disa jikan sebagai berikut :

Tujuan : | Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam
setiap sub wunsur lingkungan pengendalian
intern

Keluaran : | Simpulan kondisi lingkungan pengendalian

intern dan kelemahan dalam sub unsur
lingkungan pengendalian intern yang
memerlukan perbaikan

Pelaksana/Pihat Terkait : | Tingkat Pemda :

» Sekda selaku koordinator

¢ Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah
(Kepala Daerah dan Kepala OPD/eselon 1)

» Fasilitator

Waktu : | « Penyusunan RPJMD
o Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada
saat penyusunan KUA-PPAS

Sumber Data Utama : | « Reviu dokumen analisis informasi dari media
massa, wawancara dll

+ Survei PErsepso atas lingkungan
pengendalian intern dengan mertode CEE

ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. ldentifikasi kelemahan lingkungan
pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

1) Persiapan data
Data  yang  digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalianurusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat
berupa:
a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,
dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
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Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/
pilihan oleh Inspektorat;

Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/
pilihan Pemerintah Daerah;

Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah
daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet,
hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian
dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana form

1).

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut :

KUE SIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A PENGANTAR
Bapak/fibu yang terhormat, tenma kash sudah bersedia mengisi kuesioner ini Kuesioner ini bertujuan untuk
keperiuan intermd dan dimaksudkan unik methat kondisi fingkungan pengendalan i unit instansi
Bapakfibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini diharapkan Bapak/lbv mengisnye dengan bena
dan jujur sesudi dengen kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan ideitas Bapak/ibu dan rekapitulasi
kuesiner tidk dkan mencantumkan data diri Bapak/ibu sekatan,

B. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanca siang untuk posisi anda saat ini?
L [ Pejabat Struktural
2. [ Pejobat Fungsiond Tertertu
3. 7] Pejabatfungsional Umum/Staf
C. PETUNJUK PENGISIAN

1
2l

Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotsk pilhan jawaban.

Bapak/ibu dapat menambahian narasi fain terkait Yondisi ingkungan pengendalian pada bagian akhir
kuesioner ini

Apabila Terdapat pernyatadn yang Cirasa kurang jelas, silkan ditanyekan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI UNGKUNGAN PENGENDALIAN

PERTANYAAN /KUE SIONER PILHAN JAWABAN

PENE GAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETKA

A | Pengembangan Integritas dan Nilai Ftika

1 | Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas danetka | 1. OTidak Pernah
pada tingkah laku sehari-hari 2.0 Jarang

3. OSering
4 [OSelalu

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang harus
dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili dari berbagai bidang dan
saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar-benarnya pemahaman
responden atas pertanyaan tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan
kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan.
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Form la
Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAJAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EV.ALUATION (CEE}
NO. PERTANYAAN JAWABAN SIMPULAN
/KUEBIONER RESPONDEN (R) KUOSIONER
Rl R/ R R R5 R6  Modu CEE
2|3(4| 8] 6|s
a b Cc d
A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
MEMADA!
1 | Pegawai mendapatkan pesan 21 4] 3| 3 31 23
integritas &  nilai etika Memadai
secara rutin dari

pimpinaninstansi (Misalnya
keteladanan, pesanmoral dli)
2 | Pemerintah Daerah telah 3] 3] 313 3] 3] 3
memiliki  aturan  perilaku _ Memadai
(misalnya kode etik, pakta
integritas, dan aturan
perilaku pegawai) yang telah
dikomunikasikan
kepadaseluruh pegawai

3 | Telah terdapat fungsi 21 41 3] 8 3| 3] 3
khusus di dalam instansi Memadai
yang melayani pengaduan
masyarakat atas
pelanggaran aturan |
perilaku/kode etik | [
4 | Pelanggaranaturanperilaku/ 3] 4] 213 3] 2] 3 Memadai

kode etiktelah
ditindaklan juti

B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENS!
MEMADAI

1 | Standar kompetensi 3l 4] 2] 3] 2] 3] 3 Memadai

setiap pegawai/posisi jabatan
telah dutentukan

2 | Pegawai yang kompeten 21 4] 3]3] 3| 3] 3 Memadai
telah secara tepat mengisi
| posisi/ jabatan

3 | Pemerintah Daerah telah | 2| 3| 2]/ 3| 3| 3| 3 Memadai
memiliki dan menerapkan '

strategi peningkatan

kompetensi pegawai

4 | Terdapat pelatihan terkait | 3 | 3| 3| 3| 2| 3] 3

pengelolaan risiko, baik Memadai
pelatihan  khusus maupun
pelatihan terintegrasi
secaraberkala, E
C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG
MEMADAI
1 | Pimpinantelah menetapkan 22252\ 2l 32 Kurang Memadai

kebijakan pengelolaan risiko
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yang memberikan kejelasan
arah pengelolaan risiko

Pimpinanmenerapkan aj 3] 314 3] 3
pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan
pengambilan

Memadai

Pimpinan membangun 21 8| 81 8| 9| 2
komunikasi yang baik
dengan anggota organisasi
untuk berani
mengungkapkan risiko dan
secara terbuka
menerima/menggali
pelaporanrisiko/ masalah

Memadai

Gava pimpinan dapat 3| 4] 3] 3] 3| 3
mendorong pegawai untuk
meningkatkankinerja

Memadai

Pimpinan menetapkan 33|34 3] 3
Sasaran strategis yang
selaras dengan visi danmisi
Pemerintah Daerah

Memadai

Rencana/sasaran  strategis | 3| 3| 3| 4| 3| 3
Pemerintah  Daerah  telah
dijabarkan ke dalam sasaran
Perangkat Daerah dan
tingkat operasional
Perangkat Daerah

Memadai

Rencana strategis dan 21 2] 3|3 2| 3
rencana kerja Pemerintah
Daerah telah menya jikan
informasi mengenai risiko

Kurang Memadai

Adanya transparansi dan 34133 4] 3
ketepatan waktu pelaporan
pelaksanaan peran dan
tanggung jawab  masing-
masing dalam pengelolaan
risiko

Memadai

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

YANG TEPAT MEMADAI

Kriteria pendelegasian | 3| 4 (3| 4| 3| 2
wewenang telah ditentukan
dengan Tepat

3

Memadai

Pendelegasian wewenang | 3| 43| 4| 3| 3
dan tanggung jawab
dilaksanakan secara

tepat

Memadai

Kewenangan direviu secara | 2| 33| 3| 3| 2
periodik

Memadai

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBLJAKAN
YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

KURANG
MEMADAI

Pemerintah Daerah telah (2 | 3|2|3 [3 | 3
memiliki  Kebijakan dan
prosedur pengelolaan SDM
yang lengkap (sejak

Memadai
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rekrutmen sampai
dengan pemberhentian

pegawai)

Rekruitmen, retensi, mutasi, | 2
maupun promosi pemilihan
SDM telah  dilakukan
dengan baik

Memadai

Insentif pegawai telah sesuai | 3
dengan tanggung jawab dan
kinerja

Memadai

Pemerintah Daerah telah | 2
menginternalisasi
budaya sadar risiko

Kurang
Memadai

Adanya pemberian reward | 2
danjatau punishment atas
pengelolaan risiko (Misalnya
mempertimbangkanpertangg
ungjawabanpengelolaan
risiko dalam
penilaiankinerja)

Kurang
Memadai

Terdapat evaluasi  kinerjs, 2
pegawai, dan
telah dipertimbangkan
dalam perhitungan
penghasilan

Kurang
Memadai

Instansitelah 2
mengalokasikan
anggaranyang memadai
untukpengembangan SDM

Kurang
Memadai

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN
EFEKTIF

MEMADAI PEMERINTAH YANG

INTERN

InspektoratDaerah 3
melakukan reviu atas
efisiensi/ efektivitas
pelaksanaan setiap
urusan/ program3ecara
periodik

3(3|4

Memadai

Inspektorat melakukan reviu | 3
atas kepatuhan hukum dan
aturaniainnya

Inspektorat memberikan | 2
layanan fasilitasi penerapan
pengelolaan risiko dan
penyelenggaraan SPIP

Memadai

Memadai

AFIP  telah melaksanakan | 3
pengawasan berbasis Risiko.

Memadai

Temuandan 3
saran/rekomendasi
pengawasan APIP telah
ditindaklan juti

HUBUNGAN KER.JA YANG BAIK
PEMERINTAH TERKAIT

Memadai

Hubungan kerja yang baik | 3

dengan  instansi/organisasi
lain yang merniliki

Memadai




keterkaitan operasional | ' ‘
Telah terbangun P il
2 | Hubungan kerja yang baik (3 | 3|3 |4 | 3| 3 3
dengan instansi yang terkait Memadai
atasf ungsi | |
pengawasan/ peemriksa  an A | '

i

(inspektorat, BPKP, dan BPK]
telah Terbangun

Keterangan:

Kolom ¢ diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban :

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum
konsisten

3 : Setuju/Sudahdibangunatauditerapkandenganbaik,tapi masih
bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik
dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan

pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur

lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"‘Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan

"Kurang Memadai” apabila modus jawaban responden adalah 1 atau

2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub
unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang
"Kurang Memadai"

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu
dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan permasalahan
dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan
menggunakan data yang dikumpulkan pada langkeh persiapan penilaian,
sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi
lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum
yaitu:

1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat KabupatenSerangdan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan
lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah. Ilustrasi dapat
disajikan sebagai berikut :

Form 1.b...
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Form 1.b

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Nama Pemerintah Daerah: Pemkab Serang TahunPenilaian2018
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan DasarBidang Kesehatan

No. Sumber Uraian Kelemahan Klasifikasi
data
a b o] e
1 |Media massa -Banyak terjadi | Penegakan
pencopotan/mutasi integritas dan nilai
pcjabat daerah karena | etika
tersangku t kasus Komitmen terhadap
hukum kompetensi
-Pegawai belum
ditempatkan sesuai
dengan kompetensi
dan Pengalaman
2 |LHP BPKNo. Xxx | -Pemerintah Kab  XYZ | Penyusunan dan
tanggal belum memiliki strategi | penerapan
xxxtentangHasil dalam pemenuhan dan | kebiajakan yang
Pemeriksa an BPK pendistribusian SDM schat tentang
atas Efektifitas kesehatan di pembinaan SDM
Pengelola an Sumber
Daya Kesehatan JKN
Kualifi kasi dan kompetensi |[Komitmen  terhadap
Dokter serta tenaga ?(ompetensi
kesehatan di RSUD Kab
XYZ belum memenuhi
kebutuhan akan
-Pemenuhan tenaga | Penyusunan dan
kesehatan di RSUD Kab | penerapan kebiajakr
XYZ belum | yang sehat tentan
memperhatikan tingkat | pembinaan SDM
kebutuhan dalam
pemberian pelayanan
kesehatan
Inspektorat belum | Peran  APIP  yang]
melakukan audit kinerja | efektif
atas penyelenggaraan
urusan kesehatan dalam
tingkat strategis
3 |SKinspektur No. Xxx | - Pelayanan pasien BPJS di | Kepemimpinan yang

tanggal =xxx tentang
PKPT
Inspektorat

Kab XYZ belum optimal
dan terdapat regulasi Dinas
Kesehatan Kab XYZ tidak
berjalan sebagaimana
mestinya yaitu ketentuan
mengenai praktek Dokter

kondusif
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4 LHP BPKNo. X
tanggal =xxx tentang
Hasil Pemeriksa an

atas Kinerja
Penyeleng garaan
JKN

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan
Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

¢. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment
Evaluation (CEE)

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai
terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan
Wajib/Pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan
metode Control Environment FEvaluation {CEE), yaitu suatu penilaian
mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) vyang
diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau
diklarifikasi maka dapat dilakukan Klarifikasi kepada beberapa responden
terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemerintah
daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh Peserta FGD
PemkabSerang yaitu memadai atau kurang memadai. Sebagai contoh,
berdasarkan hasil survei pada urusan wajib  pelayanan dasar bidang
kesehatan ditemukan kelemahan lingkungan pengendalianpada sub unsur
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum
dilakukan dengan baik.

d. Simpulan Kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya
disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah
dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form
2,

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila
diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang
jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan,

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah
sebagai berikut :

1) Penegakan integritas dan nilai etika

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut
kasus hukum.

2) Komitmen . ..
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2} Komitmen terhadap kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan
pengalaman.
b} Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di

RSUD KabupatenSerang belum memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang kondusif

a} Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang
memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.

b} Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum
menyajikan informasi mengenai risiko.

¢} Pelayanan pasien BPJS di KabSerang belum optimal dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan KabSerang tidak berjalan
sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek
Dokter.,

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan SDM

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar
risiko.

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas
pengelolaan risiko.

¢) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

¢} Pemerintah KabSerang belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD KabSerang belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan
kesehatan.

d) Perwujudan peran APIP yang efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan
tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa
Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas
audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik,
sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam
pembahasan kondist lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas
kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi
dasar bagi penyusunan rencana tindak pernaikan lingkungan
pengendalian. dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).
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Simpulan Survel Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Serang
Tahun Penilaian 2018

No Sub unsur Hasil Revin Dokumen Hasil Survei Simpulan Penjelasan
Persepsi
Hasil Uraian Hasil Uraian
a B e d a f '3 h
1 |Penegakan Kurang Banyak terjadi | Memadai Kurang Banyak terjadi pencopotan/mutasi
integritas dan nilai | Memadai pencopotan/mutasi pejabat Memadai pejabat daerah karena tersangkut kasus
etika daerah karena tersangkut hukum
kasushukum
2 | Komitmen Kurang Pegawai belum | Memadai Kurang Pegawai belum ditempatkan sesuai
terhadap Memadai ditempatkan sesuai Memadai dengan kompetensi dan pengalaman
kompetensi dengan kompetensi dan Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta
pengalaman Kualifikasi tenaga kesehatan di RSUD Kab Serang
dan kompetensi Dokter belummemenuy hi kebutuhan
serta tenaga akanpemberian pelayanan kesehatan di
kesehatan di RSUD Kab EraJKN
Serang belum memenuhi
kebutuhan akan pemberian
pelayanan kesehatan
di Era JKN
3 | Kepemimpinan Kurang Pelayanan pasien BPJS di |Kurang -Pimpinan belum [ Kurang -Pimpinan belum menetapkan kebijakan
yang kondusif Memadai |KabSerang belum optimal |Memadai | menetapkan Memadai pengelolaan  risiko yang memberikan
dan terdapat regulasi Dinas kebijakan kejelasan arah pengelolaan risiko
Kesehatan KabSerang tidak pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja
berjalan sebagaimana yang memberikan Pemerintah Daerah belum menyajikan
mestinya yaitu ketentuan kejelasan arah informasi mengenai risiko Pelayanan
Puskesmas belum pengelolaan risiko pasien BPJS di KabSerang belum
sepenuhnya menyediakan -Rencana optimal dan terdapat regulasi Dinas
seluruh kebutuhan farmasi strategis dan Kesehatan KabSerang tidak berjalan
untuk mendukung rencana kerja sebagaimana mestinya yaitu ketentuan
pelayanan kesehatan Pemerintah mengenai praktek Dokter
secara memadai Daerah belum




menyajikan

pengelolaan risiko
(Misalnya
mempertimban
gkan
pertanggungija
waban
pengelolaan risiko
dalam penilaian
kinerja)

- Evaluasi
kinerja  pegawai
belum
dipertimbangkan
dalam
perhitungan

- penghasilan

informasi
mengenai
risiko
Struktur - - Memadai |- Memadai -
organisasi sesuai
kebutuhan
Pendelegasian - " Memadai |- Memadai -
wewenang dari|
tanggung jawab
yang tepat
Penyusunan dan |Kurang Pemerintah Kab Serang |Kurang -Pemerintah Kurang -Pemerintah Daerah belum
Penerapan Memadai |belum memiliki strategi |Memadai |Daerah  belum |Memadai menginternalisasi budaya sadar risiko
Kebijakan yang dalam pemenuhan dan menginternali .Belum terdapat pemberian reward
Sehat tentang pendistribusian SDM sasi budaya dan/atau punishment atas pengelolaan
Pembinaan SDM kesehatan di Puskesmas sadar risiko risiko {Misalnya mempertimbangkan
Pemenuhan tenaga Belum pertanggungjawaban
kesehatan di RSUD terdapat pengelolaan risiko dalam
Kab Serang belur pemberian penilaian kinerja)
memperhatikan tingkat reward -Evaluasi kinerja pegawai belum
kebutuhan dalam pemberian| dan/atau dipertimbangkan dalam perhitungan
pelayanan kesehatan punishment atas penghasilan

-anggaran pengembangan SDM belum
memadai Pemerintah Kab XYZ belum
memiliki strategi dalam pemenuhan dan
pendistribusian SDM  kesehatan di
Puskesmas

Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD
Kab XYZ belum memperhatikan tingkat
kebutuhan dalam pemberian pelayanan
kesehatan




- anggaran
pengembanga n

SDM belum
memadai
7 |Perwujudan Kurang Inspektorat belum| Memadali Kurang Inspektorat  belum melakukan audit
peran APIP yang |Memadai melakukan audit kinerja Memadai kinerja atas penyelenggaraan urusan
efektif atas penyelenggaraan kesehatan dalam tingkat strategis
urusan kesehatan
dalam tingkat strategis
8 |Hubungan Kerjal- - Memadai Memadai
yang Baik dengan
Instansl
Pemerintah
Terkait
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi
bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan
penilaian risiko.
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan
“konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan
pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas)
Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional Pemerintah Daerah yang
selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami
tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap
tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja
organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap
ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada
tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan
tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala
Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit Kkerja
(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disgjikan sebagai berikut

PEMERINTAN Tupuank: Sassron Pendasn isko .
' Pemerintah Daerah Pemeriotoh Daerah | |  Wajb/Wbhan pada |
_ Pemeciotah Daerah |
[ .unsmom.z,a.i Tuiian & Sesaan Incikator Kinerja e
! | Dst Strategis {Entitas) OPD Sasann Strategis Jsumcm;ovo
I f | L.2.3, Ost Eruun) 00 L 2,3, . 1.2.3, Dst
ot .
|
| ‘ I
J )
= | p— ol
orD : Revda/REASIPD Tiguank Sissran 1. Indeuator Kinerja 1, Pealaion Mesiko :
i 0°D1.2,3, Ont Cperasional Kegatan OPO1.2, | | Overasonal 0PD1, |
| . | | megewn)0p01L2, | aow | 23,00 |
| 3,0u . |
r_ | j

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan
tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak
permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak
untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain
tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan . ..
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Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti

bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko

dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan

lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.Proses penetapan

konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.ikhtisar
penetapantujuanstrategis  pemerintahdaerah disajikan sebagai
berikut:

Tujuan : | Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan
pengendalian intern

Keluaran : | Simpulan kondisi lingkungan pengendalian
intern dan kelemahan dalam sub unsur
lingkungan pengendalian intern yang
memerlukan perbaikan

Pelaksana/ Pihat Terkait : | Tingkat Pemda :

» Sekda selaku koordinator

= Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah
(Kepala Daerah dan Kepala OPD/eselin 1
dan IT)

« Fasilitator

Waktu : | = Penyusunan RPJMD
s Direvit/ dimutakhirkan setiap tahun
.' pada saat penyusunan KUA-PPAS

Sumber Data Utama | 1| » Reviu dokumen analisis informasi dari
media massa, wawancara dll

» Survei persepso atas lingkungan
pengendalian intern dengan  mertode
CEE

pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang
tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan
konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat
memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan
prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan
profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas
dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan
dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5
Tahunan”.

Sebagai contoh, berdasarkan “Dokumen Arahan dan Kebijakan
Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah KabSerang menetapkan
Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk
2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi
2, dan tujuan 1 dari misi 3. Sebagai contoh dalam penilaian risiko
tujuan strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah :

(1} UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati, dan
Kepala Perangkat Daerah (pejabateselon 2) yang memiliki
keterkaltan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan
srategis 1, antara lain pada :

Dinas Kesehatan . ..
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a) Dinas Kesehatan;

bj RSUD KabupatenSerang;

¢) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana
(DP3AP2KB);

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kehadiran
pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam CSA/FGD,
walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon 3 dari
PERANGKAT DAERAH namun sifatnya sebagai
pendamping.

Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi

pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah

proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim
BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain

yang berkompeten.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah
daerah adalah sebagai berikut :

faj Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data
lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas
dan jabatan, dsb;

(b Identifi kasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana
tercantum dalam RPJMD;

{d Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal
prioritas pembangunan atau program unggulan terkait
dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang
dipilih berdasarkan RPJMD,;

([ Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah
daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran
yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau
sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

(@ Tuangkan hasil identifi kasi sebagaimana contoh form 3
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapini :

() FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat
perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut
RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan,
maka peserta FGD menyepakati tujuan/
sasaran/indikator yang akan digunakan untuk
keperluan penilaian risiko;

() Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat menjadi bahan
masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan
{RPJMD),

Sebagai...
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Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

adalah sebagai berikut :

e

Nama Pemerd ntah Doerah

Tohun Pendaion
Paiode yang dinilai

: Pemerintah Kobupoaten !

;208
: Tohun 2019-2023

Sumber Dato

Tujuan Stotegis RPJMD

Penatopon Kontedks
Rizike Strotegis Pemda

Dinas Terkait

Sosanan RPJD

U Sasaran RPIMD
RPJINMD

Prioritas Pernbangunon
dan Progrom Unggulan

Tujuon, Sasangn, #u
yang okon dilakuk on
penilgion risiko

RPIMO Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

Tujuon 1 Meningkatnyo kuaiitas tota ketola pernad ntohan
Tupuon 12 Meni kohesivitas rasyorakot

Tuon 2) Meningkotnya kuolitas tronspornasi

i 22 at Kelayakhunion

T e s
Tujuan 2 4Menurcnnyaresiko bencora

Tupuon 2.5 Meningkatnya kualitas Bngiungon hidup
Tujuan 3.IMeningkatnya ckses dan kualas

Tujuan 3.2Meningkatnyo denojot kesohatan masyarakat
Tujuon 3.3 Meningkotnyo  kesejohtercaon sosiol

Tuuon 34 Meningkatnya portisipasi perempuon dalam pembangunan
Tujuan 41 Meningkatrwa kaju pertumbuhan skonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya permeratacn okonomi

Tujuan 3.2 Meningkatnya dergjot kesehaton mMasyarakat

- Dinas Kesehotan

- RSUD Kobupaten XYZ

- Dinas Porempucn, Perindungon Anak, Pengendalicn
Penduchk doan Keluorge Berencana (DPIAPZIB)

- Dinas Pekerjoan Umam don Perumahan Rokyat

sasaron 3.2) Meningkotnya kesalamatan tbu anak

Sosoron 3.2 2Meningkotnya kualkitas kesshaton masyarckat
Sasoron 32.3 Meningkoinya perilaku hidup sehat

Sasaran 324 Meningkatnya prestasi Olohroga di Kabupaten X2
Sasoron 325 Meningkatnyo peron sera Pemuda dalom

usia Harapan Hidup ditentukan oleh jumich kemaotion bayil, jikd ongka
kermnation bayi bezar, Mmoko usia angka haropan hidup rendah.

Prioritas unarn:

- Progam Paningkatan Xesslarnatan lbu Melghirkan dan Anak
Progiom Peningkotan Pelayanon Kesehaton Anak Balita
Program Pencegohan dan Penonggulongan Penyakit Menuicar
Prograrn Standornizasi Pelayanon Kesehaton

Program Promosi Kesehaton dan Pemberdayoan Masyorokot
Program Perbaikon Gizi Masyarakot

Tujuon 3.2Meningkatnyo derojot kesehatan mMasyarakat
Saparan 3.2 2Meningkotnyg kuohitas kesehotan Mosyorcakot
1Progrom Peningkatan Keselomotan ibu Meiahirkon dhan Anok

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat daerahlkhtisar
penetapan tujuan Strategis (Entitas] Perangkat Daerah disajikan sebagai

berikut:

Tujuon Memperoleh nformasi tujuon/sasafon strategis (Entitas) OPD yang terkait
untuk tiop-ti ap uruson dan indikator kinerjonyo

Keluaran :  Dattar tujuon/sasaran strategis (Entitas) OPD yong terkait urtuk tiap-tiop
urusan dan indikator kinerjonyo
- Seida seloku Koordinator

PelaksanafPihak Terdkait @ - Unit Perii Risiko Tingkat Eselon 1dan 2 (Kepalo OPDY SKPD don kabag/Ka
- Fasilitator

Waktu : - Poda soat penyusunan Renstra OPD
- Direvity dimutokhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data utoma Renstra OPD
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Form 2.a
CONTOCH PENERAPAN

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah:Pemerintah

Penilaian 2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Kab XYZ, Provinsi ABCTahun

Sumber Data

RPJMD Kab XYZ Tahun 2019-2023

Tujuan Strategis
RPJMD

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan

Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas

transportasi

Tujuan 2.2 Meningkatnya

Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan
informasi

Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam
pembangunan

Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan konteks
Risiko Strategis
Pemerintah Daerah

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Nama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD KabXYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran RPJMD

Sasaran 3.2.]1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kab XYZ
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam
pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya

kesehatan reproduksi

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jike|
angka kematian bayi besar, maka usia angka
harapan rendah.

Prioritas
pembangunan dan
program unggulan

Program Peningkatan Keselamatan Ibn Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran,
IKU yang akan
dilakukan penilaian
risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran
3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak

Penempatan...
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Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan
oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya,
sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks
Strategis ({Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib
Kesehatan (Koordinator) Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
(Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :

(l Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data
terkait lainnya;

{2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;

(3} Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang
akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

{4 Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4 Penetapan
konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah juga dilakukan
pada Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD Kab XYZ, DP3AP2KB, dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah)

¢} Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Ikhtisar
penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan
sebagai berikut :

Tuyuon 1 Memperoleh informasi program, kegiotan utoma, tujuan kegioton, dan
indikotor kekyoron untut tiap-tiop Urusan wajty pilhon yang dikelolo oleh
setiop OPD.

Keluoran = Daftor huuon kegiatan utoma OPD untuk tiop-tiop unsson don indikotor

keluaronrya

Peioksona/Pihok TerkoX :  -Kepolo OPD
= Unit Pernilik Risiko Tingkot Eselon 3,4
- Fosiltator

wokty 1 Poda saat penyusunan RKA-OPD

Sumberdato wtomo  :  Renjo

Sumbaer Dota ion . DPA OPD,RXPD
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Form 2.b
Contoh Penerapan
penetapan Konteks/TujuanRisiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
pada Dinas Kesehatan

Nama Pemerintah Daerah :  Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai :  Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan :  Urusan Wajib  Pelayanan Dasar
Bidang
Kesehatan
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan
Peran Perangkat Daerah :  Perangkat Daerah Koordinator
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kab XYZ

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan

Sasaran Reproduksi
Strategis 2.  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar
dan Rujukan.
IKU Renstra KU 2023
Perangkat Daerah
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 57
100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 3,2
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 3,6
Kelahiran Hidup
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 100
Tenaga Kesehatan yang memililkd Kompetensi
Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum
ada
IKU Lansia Belum
ada
KU Gizi Belum
ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum
ada
Informasi lain -
Tujuan Strategis :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SBasaran Strategis:
Tujuan, Sasaran, Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi

IKU
yang akan IKU Strategis:
ditakukan -Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000
penilaian risiko Kelahiran Hidap
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran
Hiduap”

Dst
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Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya.
Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka
mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk
setiap urusan adalah sebagai berikut :

()

(2

)

@)

Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah,
serta data terkait lainnya;

Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan
tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;

Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan
penilaian risiko pada dasamya dilakukan untuk seluruh kegiatan
utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah
atau pertimbangan profesional lainnya;

Menuangkan hasil identifi kasi.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajb
Kesehatan maka penetapan Konteks/TujuanRisiko operasional
Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Tahun
Penilaian 2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan

Perangkat Daerah vang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat keschatan masyarakat

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Dinas 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan (Renja 3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2019) dan Kegjatan |4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Utama 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455

ibu hamil
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang
peserta

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil
Keluaran/ Hasil risiko tinggi dalam penggunaan Buku 50 orang peserta
Kegiatan KIA dan Pasca salin dengan pelayanan

darah

pada sektor eksternal

4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 20 orang
Kesehatan Peduli Remaja peserta

5. Pelatihan penjaringan untuk sekoiah 20 orang
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lanjutan 1 Kl peserta

Informasi Lain

Kegiatan, dan
indikator keluaran
yang akan dilakukan
Penilaian risild

Program Peningkatan Keselamatan fbu melahirkan dan anak

| 2 6 September 2018

Kepala Dinas Kesehatan

1) Menyiapkan penilaian risiko.

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu
dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko
disajikan sebagai berikut :

s alma  _aa
Tujuan 1 = Menetapkon kriteria dan skalo dompok serts kermungkinan risiko

- Menetapkan skoia risiko yang dopat diterima

Keluoran : - Skolg dampak dan kemungkinan
- Skala risiko yang dapat diterima

Pelaksana/ Pihak Terkait - Unit Pemilk Risito Tinglat Pemerintoh Doerch, Eseion 2, 3 don 4

- Fasilitotor
Walktu : = Panyusunan RPIMD

- Direviu/dimutokhikan setiap tohun pada sact penyusunan KUAJPPAS
Sumber dota utama : - Pedoman Peniloion Risiko

- CSAJFGD

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan
risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu
kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada
lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala
dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai
risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan
pada lampiran Bab II pedoman ini.

¢ Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam
dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam
tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan . ..
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d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk  mendukung pelaksanaan penilaian risiko,
perludipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses
kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi,
hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas
kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Identifi kasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan
diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi
merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa
yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain
pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risike antara lain kode risiko,
pemilik rnisiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable] atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak
risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan

tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/

Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/

Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut :

Entitas/ Nomor urut
PdTahun Perangkat risiko di
Tingkat Y Ann et Daerah Entitas/
Risiko mm Risiko yang Perangkat Kode
_ Menilai Daerah
RSO 19 00 05 o1 R80.19.00.05.01
RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat
Daerah
19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019
00 = kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis

Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis
{untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko
strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat
Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat
Daerah dan Operasional)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan ...
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Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana form 5.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut :

1) Mengenali

proses

program/kegiatan/urusan;

dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang

pernah terjadi

dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada

kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.
Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilithan yang digunakan dalam
pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Form 3

.a

Contoh Kode Risiko

Tahun Entitas/ Nomor urut
Tingkat Risiko Pelaksanaan Jenis Perang kat di Entitas/ Kode
Penilaian Risiko Risiko Daerah Perangkat
yangMenilai Daerah

RSP 19 01 01 01 R8P.19.0
1.01.01

RSO 19 0z 03 01 RSQC.19.0
2.03.01

ROO 19 03 25 01 R0O0.19.0)
3.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP
RSO
ROO

Strategis Pemerintah Daerah
Strategis Perangkat Daerah
Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka
sebagai berikut

BEB8S S

&

8 8 8

10
il
12

13
14
15
16
17
18
19

Pendidikan

Kesehatan

PU dan Tata Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Maayarakat

Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan deaa
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Perhubungan

Komunikasi dan informatika

KUKM

Penanaman Modal

Kepemudaan dan olah raga

Statistik

21

882338 38RRBBR

BB H R

Persardian

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan

Kelautan dan perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan/ Perkebunan

Energi dan sumber daya mineral
Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi
Adrni_nistratif

Administrasi Kesekretariatan DPRD
Pembinaan dan Pengawasan
Perencanaan pembangunan, litbang
Keuangan dan Pendapatan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Bencana

Politike

Lainnya
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Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pemerintah Daerah
02  Sekretariat Daerah
03 Sekretariat DPRD

g

Inspektorat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjgan Umum dan Penataan Ruang

Dinaz Perumahan Rakyst dan Kawasan Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praj

Dinas Sosial

Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

13  Dinas Ketahanan Pangan

B - 538888 &

14  Dinas Lingkungan Hidup

15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Oleh  karena itu, pemilihan peserta

18
19
20

21

B B NEBEREREBNR

g BB &Y

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu

Satu Pintu

Dinas Pariwisata

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Perindustrian

Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Dinas Pertanian

Dinas Perikanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan en Aset
Daerah

Badan Kepegawaian Dacrah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor Kesaruan Bangsa dan Politik

RSUD

Lainnya

CSA/FGD  juga agar

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk
penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan
Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko
strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan
Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat
operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/
Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam
CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan
pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kab XYZ
dilakukan sebagai berikut :
1) Masing-masingpesertamenyampaikanrisikorisikoyang dapat
menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
2} Risiko-risikoyangdisampaikanpesertadiketik dan ditampilkan pada
layarLCD;
3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko {pemilikrisiko,
penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan  (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
{uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima
dampak risiko).

Haslil...
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Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kab XYZ
dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut :
1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan
dilakukan pengelolaan risiko : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi
Risiko Strategis Pemerintah Daerah :

aj Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;

b)  Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang
Kesehatan,

Contoh Formulir Kertas Kerja I[dentifikasi Risiko
StrategiPemerintah Daerah disajikan pada form 6.
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Form 3.b

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah :

Perangkat Daerah
Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Nama
Dinas Kesehatan

Periode RPJMD (Tahun 2019-2023)

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Indikator Risiko Sebab Dampak
No Tujuan/Sasaran Kinerja cjuc
Strategis Uraian Kode | Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang
Risiko Terkens
a b c d e § g b i j k
Tujuan Strategis
Pemerintah
Daerah 1
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
Sasaran 322 |Usia Penerapan RSP.1 Kepala Belum tersedianya | Internal |C 1 Angka kejadian |Kepala Daerah
Meningkatnya Harapan Perilaku Hidupy 9.01.02 | Daerah Sanitasi Total Berbasis Penyakit Tidak Menular |Masyarakat
kualitas kesehatan |Hidup Bersih Sehat .01 Masyarakat (STBM) (PTM) tinggi Perangkat Daerah
masyarakat {PHBS) rendah (Tidak termasuk prioritas 2. Angka kejadian |Terkait
anggarar) Penyakit Menular tinggi
3 Angka stunting tinggi
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Pelayanan
kesehatan
belum
memenuhi
SPM Bidang
Kesehatan

RSP
9.01.02
01

Kepala
Daerah

1. S8arana  prasarana

belum memadai
(Puskesmas PONED
tidak tersedia,)

2 Jumlah tenaga
kesehatan belum
memadai {Tenaga
laboratorium, dokter,

tenaga kesehatan

Internal

C

AKI tinggi AKB tinggy
Aldbat
Peningkatankasusgizi

Kepala Daerah

Masyarakat
Perangkat Daerah

buruk Terkait

Kasus HIV  meningkat
Kasus TB  meningkat
Angka kejadian
Penyakit Tidak
Menular (PTM) tinggi
Angka, kejadian Penyaki
Menular tinggi Anghs
stunting tinggi
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Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam
RPJMD /Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifi kasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke
dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu
mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko,
dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis
Pemerintah Daerah :

a} Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab
Bupati/ tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ monitoring dan
lain-lain).

b} Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab
Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.

¢ Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang
memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah
terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau
pemantauan oleh Bupati.

d} Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu
pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis
yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/
operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan
oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut
Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh Bupati.

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.
2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk
mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis
Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis
Pemerintah Daerah.

Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kab XYZ telah
menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas] Perangkat Daerah Urusan
Wajib Kesehatan yang akan dilakukanpenilaian risiko.

Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan dilakukan
pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan : Tujuan Strategis
Meningkatkan derajat kesechatan masyarakat dan Sasaran Strategis
Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Strategis
(Entitas) Dinas Kesehatan :

a} Penggunaan layanan keschatan rendah (Persalinan tidak dilakukan
pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur).

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan;
¢ Sarana pendukung ANC kurang memadai;
d) Mutasi tenaga keschatan terlatih.
Contoh...
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Contoh Formulir kertaskerjaldentifikasiRisikoStrategis Perangkat
Daerah dapat disajikan sebagaimana form 3.c.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis
Perangkat Daerah sebagai berikut:

Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa  risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab
kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP
Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dllj -
Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab
yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang
memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan
kepala Perangkat Daerah

¢} /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll)
untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis
Perangkat Daerah terkait.

d} Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di
luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

e) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan
strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk
menjaringpermasalahanpencapantujuan strategis/ operasional
Perangkat Daerah yang memerlukanpenanganan/tindakan oleh
kepala Perangkat Daerah.

f) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang
menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting,
sehingga diperlukan langkah pengendalia oleh kepala Perangkat
Daerah.

g) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh Kepala
Perangkat Daerah.
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Form 3.c

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat
Daerah

Nama Pemerintah Daerah Nama
Perangkat Daerah Tahun
Penilaian Periode yang dinilai
Tujuan Strategis

rusan Pemerintahan

2018

Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Dinas Kesehatan

Periode Renstra (Tahun 2019-2023) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

: |Bidang Kesehatan

Risiko Sebab Pampak
He T“’“B‘::i f;:m 1’::;;:’ Uraian Kode | Pemilik Uralan Bumber | </YC Tokia Pibak
Risiko yeng
Terkena
n b c d o f g h i i k
1Tu juan: Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
Sasaran StrategisPerangkat 1. Angka IPenggunaanlayanan RS0.1 Kepala Kurangnya Internal C [T hamil Dinkes
Daerah:Meningkatnya Kematian [bu Kesehatanrendah 9, Dinas Sosialisasi tidak RSUD
keselamatan Bayi Anak dan |Melahirkan (Persalinan tidak (02.02. |Keseha |Kesehatan mengetahui Masyara
Reproduksi Per 100.000 dilakukan pada |01 tan Keterlibatan lintas prosedur kat
Kelahiran faskes, kunjungan ibu program lintas pelayanan dan
Hidup hamil tidak teratur) sektor (Posyandu, tanda-tanda
2. Angka RT/RW, Lurah, bahaya
Kematian Bayi Kecamatan, kehamilan
(AKB) Per 1000 Perangkat Daerah
Kelahiran Hidup teriait) rendah




-43-

rendah

3. Angka Kualitas pelayanan RSO.1 |Kepala Kompetensi Internal Kepuasan Dinkes
Kematian APN tidak 9. Dinas tenaga keschatan masyarakat RSUD
Balita {AKaBa) sesuai SPM Kesehatan 02.02. |Keseha tentang APN rendah Masyara
Per 1000 02 tan (bidan, dokter} kualitas dan kat
Kelahiran rendah efektivitas
Hidup (Tentang SDIDT pelayanan

K MTBS, neo rendah

natal

esensial }
4. Cakupean Sarana pendukung RS0O.1 |Kepala - Alat Internat Kuslittas dan Dinkes
Pertolongan ANC kurang memadai 8, Dinas pendukung efektivitas RSUD
Persalinan 02.02. |Keseha ANC tidak pelayanan Masyara
oleh Tenaga 03 tan dikalibrasi rendah kat
Kesehatan - Regen dan alat Kepuasan
yang memililki pendukung ANC masyarakat
Kompetensi kurang rendah
Kebidanan - Tenaga

laboratorium di
5. Cakupan Mutasi tenaga RS0.1 |[Kepala Sistern Internal Kualittas dan Dinkes
Pelayanan kesehatan terlatih 9, Dinas kepegawaian efisktivitas RSUD
Kesehatan 02.02. |Keseha pelayanan Masyara
Bayi 04 tan rendah kat

Kepuasan
masyarakat
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3) Risiko Operasional
Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan
Perangkat Daerah.
Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kab XYZ telah menetapkan

konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko terkait
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesebatan: Jaminan Persalinan
{DAK non fisik). Tujuan Kegiatan tersebut adalah: Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional
Dinas Kesehatan :

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu;
b) Pengadministrasian tidak tepat waktu;

¢) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan
administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa
dokumentasi.

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan.

Contob Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat
Daerah disajikan sesuai form 3.d.
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Form 3.d

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi RisikoOperasional/Kegiatan

Perangkat Daerah

Dinas Keschatan
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
[Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: 2018
: 2019
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sasaran strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah daerah : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Nama Perangkat Daeral:

Indik Risiko Sebab*) Dumpalk*™™)
Ko Kegiatan ator c/ucC
Kelu Tahap Urnian Kode Pemilik Urnian Sumber Uraian Plhak
aran yang
Risiko Terken
a b c d a 13 '3 h i i k i
1 Jaminan Terbayar |Pertanggungjawa | Pertanggungawaban R0O0.19. Kepala Dinas Berkas dokumentasi | Eksater- UC | Pembayaran Kepala Dex
Persalinan (DAK | kanya ban tidak tepat waktu 02, Kesehatan pasien terlam bat nal tidak dapat Rumah sal
NON FISIK) Jaminan 02.01 / Kepala dilengkapi oleh segera Masyar aka
Bidang rumah sakit direalisasika n
Kesmas
Penatausahaan Pengadministrasi an |ROO.19. Kepala Berkasdokumentasi Eksternal uc Pembayarantida | KepalaDer:
tidak tepat waktu 02.02.02 DinasKeschatan |pasien terlambat k dapat segera |Rumah sal
/ Kepala Bidang |dilengkapi oleh direalisasikan |Masyar
Kesmas rumah sakit akat
Pelaporan l.aporan Realisasi ROO.19. Kepala Dinas Rumah Sakit (RS M. | Ekster- UC |Dana DAK Kepala Dex
Keuangan Triwulan: 02, Kesehatan Yunus) nal Triwulan Rumah sal
Kesulitan 02.03 / Kepala menyampaikan berikutnya tidak | Masyar ak
mengumpulken Bidang klaim tidak lengkap disalurkan oleh
administrasi syarat Kesmas Kemenkeu
pencairan, yaitu
kelengkapan klaim,
berupa
Pemantauan dan | Kegagalan ROO.19, Kepala Dinas Evaluasi dilakukan Inter- (e Anggaran Dinas
evaluasi mengidentifikasi 02. Kesehatan terbatas pada cutput nal Jampersat tidak | Kesehata
permasalahan 02.04 / Kepala (jumlah bumil terserap 100%
Bidang miskin
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Kesmas yang belum
Imempunyai jaminan
kesehatan lainnya
terlayani
Pembernian Terlaksana | Perencanaan Data Ibu harnil R0O0O.19. Kepala Dinas Kurangnya Inter- Perencanaa n Kepala Der
Layanan nya miskin yang betum 02. Kesehatan koordinasi dengan nal kurang tepat Rumah sal
Kegiatan mermiliki jaminan 02.05 / Kepala Dinas Sosial Masyar ak:
kesehatan lainnya dani Bidang
kecamatan dan Kesmas
kelurahan behum
ada
Perhitungan RO0O.19, Kepala Dinas Tidak ada Inter- Terhambatn ya |Kepala
kebutuhan dana tidak | 02. Kesehatan database nal pelayanan Derah
tepat 02.06 / Kepala Rumah sal
Bidang Magyara-
Kesmas kat
Pelaksanaan Adanya pasien yang ROQ.19, Kepala Dinas Tidak ada Inter- Rendahnya Kepala
masih dikenakan biaya |02. Kesehatan database nal kepuasan Derah
oleh RS/Bidan (double |[02.07 / Kepala masyarakat Rumah
cleim ) Bidang salait
Kesmas Masya-
rakat
Pelaksanaan Proses cross ROQC.19, Kepala Dinas Kurangnya kordinasi |Inter- Terhambatnya |Kepala
check data 02. Kesehatan nal pelayanan Derah
dengan BPJS 02.08 / Kepala Rumah sak
dan Bidang Masyara-
Jamkeskot yang Kesmas kat
membutuhkan waktu
lama




AT

c. Analisis Risiko
1} Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati,
langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajb/
pilihan.,

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan Dasar
bidang Kesehatan pada Kab XYZ dilakukan melalui metode CSA.
Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta
diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai
dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar
kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh
peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk
mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Contoh
Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana form 4.

Form 4
Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Tahun
Penilaian : 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Analisis Risiko

No. “Risiko” yang Kode

Teridentifikasi Risiko Skals Shala Skeala
Dam pak* Kemung Risiko
kinan¥
a b c d e f=d=xe
1 Risiko Strategis
1| Penerapan Perilaku Hidup RSP.19, 3 3
Bersih Sehat (PHBS) rendah 61.01.01
2 Pelayanan kesehatan belum RSP.19, 4 4
memenuhi SPM Bidang 01.01.02
Kesehatan

Il Risiko Strategis Perangkat
Daerah 1: Dinas Kesehatan

1| Penggunaan layanan kesehatan RSQO.19. 4 3
rendah (Persalinan tidak dilakukan |01.05.02
pada faskes, kunjungan ibu
hamil tidak teratur)

2 Kualitas pelayanan APN tidak RSQO.19. 4 4
sesuai SPM Kesehatan 01.05.03

J Sarana pendukung ANC RS80.19. 4 2
kurang memadai 01.05.04

4 Mutasi tenaga kesehatan RSQ.19. 4 3
terlatih 01.05.10

1 Risike Operasional
Perangkat Daerah 1: Dinas

Kesehatan
I| Data Ibu hamil miskin yang belum |ROQ.19, 4 4
memiliki jaminan 01.05.02

kesehatan lainnya dari

kecamatan dan kelurahan
belum ada

2 Perhitungan kebutuhan dana ROQC.19. 2 2
tidak tepat 01.05.03

3 Proses cross check data dengan ROO.19, 3 2
BPJS dan Jamkeskot yang 01.05.04
membutuhkan
waktu lama

A B e I T I PRSI | LnTavatiE Fal Eal 1
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5 Pertanggungjawaban tidak R0OO0.19. 4 3 12
tepat waktu 01.05.10

6/ Pengadministrasian tidak R0OO.19. 4 2 8
tepat waktu 01.05.11

7| Laporan Realisasi Keuangan R0OO.19. 4 2 8

Triwulan: Kesulitan mengumpulkan |01.05.12
administrasi syarat pencairan, yaitu
kelengkapan kiaim, berupa

dokumentasi
8 Kegagalan mengidentifi kasi ROQ.19, 4 3 12
permasalahan 01.05.13
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifi kasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diuisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-
rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-
rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala
kemungkinan

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut dipercleh
hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut:

Urusan Waijb Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

MATRIKS Dampak/Monsekuensi
ANALISIS RISIKO S Kecil Besar sl
Hampir pasii
o

&

_E o Kemunghkinan

R o

g8

ES Kemungkinan

x 'E‘ keci
Sangat jarang

Keterangan :




2) Memvalidasi risiko
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Hasil analisis risikoTingkatStrategis Pemerintah Daerah selanjutnya
dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan Tingkat Strategis

(Entitas)

Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah

dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi
dan diputuskan rmisikc mana yang akan diprioritaskan untuk
ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi”
dan “inggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Contoh Formulir Hasil Analisis Risike untuk tujuan

strategis

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, maka Daftar Risiko
Prioritas Kab XYZ adalah sebagai berikut:

Form 5

FormulirKertasKerja Daftar RisikoPrioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Tahun
Penilajan : 2018
Tujuan Btrategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No | Risiko Prioritas | Kode Sksa | Pemilik Penyebab Dampak
Risiko la | Risi
Risi | ko
ko
a b c d e f g
1 Risiko Strategis
Il Pelayanan RSP.19. 9 |Kepala 1.Sarana AKI tinggi AKB
01.01.02
kesehatan belum Dae rah | prasarana tinggi Akaba
memenuhi SPM belum Peningkatan
Bidang memadai kasus gizi buruk
Kesehatan {Puskesmas |Kasus HIV
PONED tidak |meningkat
tersedia,) Kasus TB
2. Jumlah meningkat
tenaga Angka kejadian
kesehatan Penyakit Tidak
belum Menular (PTM)
memadai{Tena| Angka kejadian
£ Penyakit Menular
laboraterium, |tinggi Angka
stunting
tinggi
181 Risiko Strategis
[Perangkat Daerah
1
1 Sarana pendukung| RSO.19 16 Kep ala - Alat Kualitas
ANC kurang .01.05. Dina s pendukung pelayanan ANC
memadai 03 ANC tidak tidak sesuai SPM
dikalibrasi’'- |kesehatan
Regen dan
alat
pendukung
ANC kurang
‘- Tenaga
laboratorium
Al Themlcn e -




K11

Daerah 1: Dinas
Keschatan
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Data Ibu hamil
miskin yang
belum memiliki
jaminan
kesehatan lainnya
dari kecamatan
dan kelurahan
belum

ada

ROC.19
101.05.02

FKEp ala
Bida ng

Kurangnya
koordinasi
dengan Dinas
Sosial

Perencanaan
kurang tepat

Terhadap risiko

yang akan diprioritaskan

untuk ditangani,

pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk
menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventi fl, menurunkan
dampak dari risiko

yang muncul{mitigatif],

atau

keduanya.
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3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

S S, =,

Tusjuon - Mengidenti ok pengendaion -u-duh Gl wrkait dengon ritiko yong
dipriortaskan unituk Sttongoni (dioslola (‘
wummm yoog ada
- Mpngidentl! o ¥ pengendalion yang mMasih ditsutuhicen [dibangun
Xoluoron : -~ Daftar pengendolion yorg oda untul irecsing - mMating Yk prioritos
unusan wopih/piincn
= HOl iKlont Hkosl Doy eIk on yorng e GIutuniion Utk maoting
~MORNG sk O PHOCas UASOn wogly/ pishon
Poloksana/Pinok Terka® wmm
SokdO solaku Koordinator
- l.mn de- Risiko Tingkat Esolon 2 (Kepala OPD/SXPD dan Kabag/eabia

Fm&mor

Nm(md-}m

mawnm Tingkat Eselon I dan 2
Fosiitator

oPFD
Pomilik Risiko Tingkat, Ezelon 3 don 4

- Peryusunan RPMD
- Ditevhi/ dirmutaokhirkan setiop (OTwn POCO SO0 DM USLUNaNKUASPPAS
mu.h {Entieas) OPD

= POIGROOL  DaTYYUSLUNGN ReNstra OPD

- Diroviu/ dimutokhirkon setiop tohun poso 300t penyusunon KA -OPD
Operasiorol OFD
Poda soct penyusunon RKA-OPD

SuUMbSr Cta LAGITYG : CSAfFrGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan

dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola

risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut

selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif

antara lain jika :

a Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum
mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

¢) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yangijelas;

d Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan
diatasnya.

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas Kesehatan pada
Kab XYZ, langkah ini dilakukan sebagai berikut :

a) Risiko Operasional : Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki
jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada.

(1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini adalah
Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun
2019).

Penilaian . . .
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(2) Penilaian efiektfitas pengendalian yang ada dan
kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian
ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu
menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai
dengan peraturan diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan
prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau
pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan Beberapa
kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Pemerintah Kab XYZ
untuk menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan antara
lain adalah Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3
Tahun 2019).

(4 Penetapan penanggungjawab pengendalian yang dibutuhkan
Penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan terdiri dari
pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam
membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang.

lichtisar Penyusunan RTP
"

Tujuan - - Mengidentifikasi Rencana Tinddk Pengendatian {RTP) unituk mengatosi
keglermnahan lingkungon pengendaician
- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkot strotegis
permerintoh doerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan ingk at operasionad
OPD

Kehsaran : - Daftar Rencana Tintiak Pengendalian untuk Mengatosi Risiko
- Rekapitulaosi RTP

PelaksanafPihak Terkait :  Strategis Pemerintah Doeroh
- Kepala Doarah
- Sekda ssloky kordinctor
- Unit Pangeloala Risiko Pemda {Kepoks daerah dan kepala OPD/SKPD)
- Fasilii tetor
Strategis (Entitas) OPD
- Xepala OPD
- Unit Pc;milik Risiko Tinglot esedon ! atau 2 (xepala OPD/SKPD dan Kabog/
- Fosiiitator {opsi.onc)
oPD
= Kepala OPD

- Unit Pernilik Risiko Tingkot Eselon 3 atau 4 OPD
- Fasilitator (opsional)

Walktu : Stowwgis Pemerntoh Doerch
- Penyusunan RP.MD
- Direviu/ dimutokhirkan setiop tahun pada soot penyusunan KUAJPPAS
Stategis (Entitas) OPD
- Pado 500t penyusunan Renstra OPD
- Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun pada sact penyusunan RKA-OPD
O peusional OPD
Pada soot penyusunan RKA-OPD

Sumber data utama 1 CSAJFGD

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian.
RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun
pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan
pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah . . .
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Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian.

Berdasarkan  kelemahan  lingkungan  pengendalian telah

teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengéndalian.

yang

Sebagai contoh, berdasarkan ke€lemahan lingkungan pengendalian intern
yvang disajikan dalam lampiran form 2, selanjutnya disusun Rencana
Tindak Perbaikan untuk Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai

berikut:

RencanaTindakPengendalianUntukLingkunganPengendalian

Form 6

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab XYZ

Tahun Penilaian : 2018

No. | Kondisi Lingkungan Rencana Tindak Penanggung Target Waktu
Pengendalian yang Perbaikan Lingkungan | jawab Penyelesaian
Kurang Memadai Pengendalian

a b c d e

I |Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1 |'Banyak terjadi Analisis/ka jian Inspektorat Triwulan

{|

pencopotan/mutasi kelemahan 2019
pejabat daerah pengendalian
karena tersangkut kepatuhan hukum
kasus
hukum

II |[Komitmen Terhadap Kompetensi

1 {Pegawai belum Penyusunan peta BKPSDM Triwulan [II
ditempatkan sesuai kompetensi dan 2019
dengan kompetensi perbaikan SOP
dan pengalamani penempatan

pegawai




B

2 | Kualifikasi dan Recruitmen dokter dan |Dinas Triwulan Il
kompetensi Dokter tenaga kesehatan kesehatan 2019
serta tenaga kesehatan
di RSUD Kab XYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian pelayanan
kesehatan di Era
JKN

Ili | Kepemimpinan yang kondusif

1 |Pimpinan belum Penyusunan kebijekan |Sekda Triwulan 1
menetapkan pengelolaan 2019
kebijakan risiko
pengeloiaan risiko

2 |Rencana strategis Penilaian risiko Sekdea, BPPD Triwulan I
dan rencana kerja rencana strategis dan 2019
pemda beium rencana kerja
menyajikan informasi
mengenai risiko

3 | Pelayanan pasien Evaluasi pemberian inspektorat Triwulan I
BPJS di Kab XYZ layanan dan 2019

belum optimal dan
terdapat regulasi

Dinas Kesehatan Kab

XYZ tidak berjalan
sebagaimana
mestinya yaitu
ketentuan mengenai

kepatuhan regulasi

praktek Dokter

IV | Penyusunan dan Penerapan Kebljakan yang Sechat tentang Pembinaan
SDM

1 | Pemda belum Sosialisasi budaya risiko| Sekda Setiap bulan
menginternalisasi pada setiap rapat
budaya bulanan
sadar risiko

2 |Belum terdapat Kajian rancangan BKPSDM Triwul
pemberian reward pemberian reward an I
dan/atau dan/atau 201
punishment atas punishment atas 9
pengelolaan pengelolaan risiko
risiko

3 |Evaluasi kinerja Kajan rancangan BKPSDM Triwul
pegawai belum perhitungan hasil an [
dipertimbangkan kinerja terhadap 201
dalam perhitungaen penghasilan 9
penghasilan

4 | Anggaran Kebijakan efisiensi Triwul
pengembangan SDM penggunaan anggaran |BKPSDM anl
belum 201

mermadai
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5 |Pemerintah Kab XYZ Penyusunan strategi Dinas Triwula
belum memiliki strategi |pemenuhan dan kesehatan n i1
dalam pemenuhan dan |pendistribusian 201
pendistribusian SDM SDM kesehan 9
kesehatan di (Rekomendasi BPK]

6 | Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem RSUD Kab Triwula
kesehatan di RSUD Kab |Pemenuhan tenaga XYZ n I
XYZ belum kesehatan di RSUD 201
memperhatikan tingkat |KabXYZ 9
kebutuhan

dalam pemberian

V | Perwvujudan Peran APIP yang Efektif

1 |Inspektorat Daerah Perbaikan Inspektorat Triwul
belum melakukan audit |prosedur pengawasan an |
kinerja atas 201

9

penyelenggaraan urusan |kinerja dan
kesehatan dalam tingkat |oenyusunan PKPT
strategis inspektorat

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka

Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan
dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun
perlu  memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi
pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan
untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.
Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1)

(2}

&)

Menghindari risiko (avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak
melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran
risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat
menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat
meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan
hilangnya peluang memeroleh manfaat.

Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate)

Respon imi dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan
munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif
dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah
pencegahan (prevention).

Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi
konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang.
Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu
mengurangi risiko (reduce).

{4) Membagi...
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Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi
sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-
kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan
joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban.
Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya
akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya
premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun
sebagian, maka instansi yang mentransfier risiko mendapat risiko
baru, yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko tersebut
tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain) Setelah risiko
diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang
dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi
tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko
tersebut.

RTPtersebutditetapkan baik untukRisikoStrategis Pemerintah
Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional
Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi

PengendalianyangDibangununtukMengatasi Risiko, Penanggung
Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Sebagai contoh pada
penilaian  Risiko  untuk  tujuan  strategis “Meningkatkan

derajatkesehatan masyarakat’disajikan sebagaimana form 7
(kolom g-i), selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas
dan RTP-nya disajikan dalam form 7.

Contoh...
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Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nar;:a Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian 1 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan ! Urusan Wajb Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Pengendaian
yang dibangun

Permystoan Risiko Penanggung  Target Waktu

untuk mengatas| lawab Fenyelesaian

il

1 Pelayonan kesehaton balum Rekrutmen tenaga honofer Kepaic Doerch  Triwulon IV

memenuhi 5PM Bidong Kesehaton  kesshotan 2019
n Risilc Statagis OPD: Dincs
Kesehaton {2019-2023)
1 Scrong pendulaung ANC kurong Evaluasi atos implemaent osi Kepalo Dinos Trewulan | 20i9
Bvalunsi otas Implementos) ¥epaia Dings Triwuion 1 2019
Stondor Pelayanon
Pustemas

i Risio Operosional OPD : Oincs
Kesehoton {2019)

1 Daoto by hamit miskin yang belum  Evakuasi atos imiplementosi Kepalc Bogian Triwulan 1 209
rnemilii jaminan kesehaton (Permenkes Nomor 3 Tahun
lginnyo dosi kecamatan don 201)
kelurghan belur oda

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang dibangun yang
dicontohkan pada gambar diatas merupakan bentuk dari
“mengubah/mengurangi munculnya risiko (abate)”.
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Form 7

Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Kab XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilaian
2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Kode Uraian Rencana Tindak Pemilik/ Target Waktu
No Risiko Prioritas Risiko Pengendalian yang Celah Pengendalian Penang- gung Penyelesalan

Sudah Pengendalian Jawab
Ada *)

a b c d e f g h

1 Risiko Strategis

1| Pelayanan kesehatan RSP.19.0 S0P Pertolongan Prosedur Recruitmen tenaga Kepala Daerah Triwulan IV 2019
belum memenuhi SPM 1.01.02 Persalinan pengendalian  tidalj honorer kesehatan
Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan
Il Risiko Strategis Dinas
Kesehatan
1| Sarana pendukung Ante RS0.19.0 SOP Kalibrasi Alat Prosedur Evaluasi atas Kepala Dinas Triwulan [ 2019
Natal Care (ANC) kurang 1.05.03 pengendalian impiementasi SOP
memadai belum Kalibrasi Alat
dilaksanakan
Standar Prosedur Evaluasi atas Kepala Dinas Triwulan II 2019
Pelayanan pengendalian implementasi Standar
Puskemas belum Pelayanan
{Permenkes dilaksanakn Puskemas
Nomor
III Risiko Operasional Dinas
Kesechatan
1| Data ibu hamil miskin yang |ROO.19. Juknis Penggunaan Prosedur Evaluasi atas Kepala Bagian Triwulan II 2019
belum memiliki jaminan 01.05.02 DAK Non Fisik pengendalian implementasi
kesehatan lainnya dari (Permenkes Nomor belum (Permenkes Nomor 3
kecamatan dan kelurahan 3 dilaksanakn Tahun 2019}

belum ada Tahun 2019)
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Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risike prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoch SOP
Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari,

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efizktif:

{1}  Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
{2)  Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

{3y  Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

{4 Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Kolom f
diisidengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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¢) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak
Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian
dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat
kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap
pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut.
Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan
tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana
tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
Rancanganinformasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-
pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh formrancangan pengomunikasian  pengendalian yang dibangun
disajikan sebagai berikut:

Contoh Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Contoh selengkapnya bentuk firm rancangan pengomuni- kasian
pengendalian yang dibangun disajikan dalam form 8.

e} Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP
Rencana  Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauanyangakandijalankanuntukmemastikanbahwa risiko dapat

dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang
dilaksanakan dan berjalan efiektif.

Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko dan RTP
disajikan sebagaimana form 9.
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Form 8

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemda : Pemerintah Kab XYZ2 a =
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan
Pemerintahan : Urusan Wajib Pelagyanan Dasar Bidang Kesehatan
No Kegiatan Pengendalian Media/ Bentuk Penyedia Penerima Rencana Waktu Realisasi Keterangan
yang Dibutubkan, Sarana Informasi Informasi Pelaksanaan Waktu
Pengkomunika Pelaksanaan
sian
a b ¢ d a f £ h
Telah dilakanakan dan
1 Recruitmen tenaga honorer |Rapat Sekda/Bappeda Dinas Kesehatan |Triwulan | Februari ditindaklan juti.
kesehatan BKPSDM 2019 2019 Dokumentasi
berupa notulen
i Telah dilakanakan dan
2 Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan Staf Dinas Triwulan I Februari ditindaklan juti.
implementasi SOP Alat Edaran kesehatan 2019 2019 Dokumentasiberupa
Kalibrasi terkait notulen
i Telah dilakanakan dan |
3 |Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan |Staf Dinas Triwulan 1 Februari ditindaklan juti.
implementasi Standar Edaran kesehatan 20619 2019 Dokumentasi berupa
Pelayanan Puskemas terkait notulen
i = Telah dilakanakan dan
4 |Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan |Staf Dinas Triwulan | Februari ditindaklanjuti.
implementasi (Permenkes Edaran kesehatan 2019 2019 Dokumentasi berupa
Nomor 3 terkait notulen
Tahun 2019)
Keterangan : - R

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan
Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan



-62-

Form 9

Contoh Rancana dan RealisasiPemantauan Risiko atas Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah
Penilaian

Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kab XYZ Tahun

1 2018

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Bentuk/Metode Penanggung Rencana Waktu Realisasi
No Kegiatan Pengendalian yang Pemantauan yang Jawsab Pelaksanaan Waktu Keterangan
Dibutuhkan Diperlukan Pemantauan Pemantauan Pelaksunaan
a b c d e f £
1 | Rekrutmen tenaga honorer Konfi rmasi Kepala Dinas Oktober. Oktober. Monitoring telah
kesechatan persiapan dan Kesehatan Direktui] November, November, dilaksanakan,
laporan RSUD Desember 2019 Desember 2019 |didokumentasikan, dan
pelaksanaan didistribusikan
kegiatan
2 | Evaluasi atas implementasi SOP | Konfirmasi Kepala Dinas Semester | Juni 2019 Monitoring telah
Alat Kalibrasi pelaksanaan Kesehatan Direktun dilaksanakan,
Laporan RSUD didokumentasikan, dan
pelaksanaan didistribusikan
kegiatan
3 |Evaluasi atas implementasi Konfi rmasi Kepala Dinas Semester 1 Juni 2019 Monitoring telah
Standar Pelayanan Puskemas pelaksanaan Kesehatan Direktur dilaksanakan,
Laporan RSUD didokumentasikan, dan
pelaksanaan didistribusikan
kegiatan
4 |Evaluasi atas implementasi Konfirmasi Kepala Dinas Semester | Juni 2019 Monitoring telah
(Permenkes Nomor 3 Tahun pelaksanaan Kesehatan Direktur dilaksanakan,
2019) Laporan RSUD didokumentasikan, dan
pelaksanaan didistribusikan

kegiatan




Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

-63-



-64-
3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang
akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian
yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah
menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa
kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak
lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi
risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa
kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam rangka ~membangun
infrastruktur pengendalian meliputi:

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang
sistem pengendaliannya periu dibangun atau diperbaiki,
dapat membentuk tim penyusun Kebijakan dan
prosedur pengendalian serta mengajukan usulan
kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila
diperlukan.

3) Membuat atau menyemy urnakan infrastruktur
pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

S Menyempurnakan rancangan infrastruktur
pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uj coba;

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah
dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan
kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional
sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat,
pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap
tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian
yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian  yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada
pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah,
Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya.
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Periu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah
disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya
Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat,
APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian
sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk :

a. Surat Edaran dan pimpinan K/L/D kepada unit kerja
atas pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak
yang berkepentingan,

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar
hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap
penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP.
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah
untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis
Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk
pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat
Daerah. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian
disajikan sebagai berikut:

n I- .p .I .'lp““ !r \b‘lgﬁi

5. Pemantauan...
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5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat
Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3),
Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai
dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan
pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala
Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit
kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat
bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat. Pemantauan atas Kkegiatan pengendalian bertujuan
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang,
telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan
pemantauan dapat menggunakan form 12 Rancangan
Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah
diisi realisasinya (kolom f-g).

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi)

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian Keterjadian risiko
yang telah teridentifi kasi, maka pemerintah daerah perlu
membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan
dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan
untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas
pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan
terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan form 12.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah,
dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional
Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian
risiko pada form 10, yang dapat diilustrasikan sebagaimana
berikut:
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Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan
Pengelolaan Risik
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IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan
pengelolaan  risiko setidak- tidaknya berupa Laporan
Pelaksanaan Penilaian Risikoc dan Laporan Berkala Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis
(entitas) Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian risiko
operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko
tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan
Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen
hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat
Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu
dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang
terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan,
dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah
Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan
tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh
UPR Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi :

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah
Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan . ..
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3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Tahunan.

. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit
Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.

BUTATT SERANG,
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